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kan 27 Laporan Hasil Analisis (LHA) dan 
2 Laporan Informasi terkait sektor tambang 
dengan nominal transaksi mencapai Rp517,47 
triliun.

Ia menjelaskan dari temuan PPATK itu 
paling banyak terkait aksi penambangan dan 
distribusi emas ilegal yang tersebar di pelbagai 
wilayah Indonesia.

"Papua, Kalimantan Barat, Sulawesi, Sumat-

era Utara, Pulau Jawa, dan pulau lainnya, serta 
terdapat praktik aliran emas hasil PETI menuju 
pasar luar negeri," ujarnya.

Sementara di sektor lingkungan hidup, kata 
dia, PPATK telah menyerahkan 15 LHA dengan 
nominal transaksi dugaan pidana mencapai 
Rp198,70 triliun.

Natsir mengatakan salah temuan yang men-
jadi sorotan PPATK yakni adanya perbuatan 
pidana dan mengakibatkan komoditas strategis 
menjadi langka dan harganya melambung di 

tanah air.
"Pada sektor kehutanan, PPATK telah meny-

ampaikan 3 LHA kepada Kementerian Kehu-
tanan dengan nilai transaksi yang dianalisis 
mencapai Rp137 miliar," tuturnya.

Ia menjelaskan nilai transaksi tersebut didu-
ga merupakan hasil jual beli kayu yang berasal 
dari penebangan pohon secara illegal.

"Karena tidak ditemukan Sertifikat Verifikasi 
Legalitas Kayu yang menjadi prasyarat utama 
legalitas usaha kehutanan," katanya.(cnni/js)

jadi di 46 RT dan 13 ruas jalan tergenang," 
kata Yohan dalam keterangannya, Kamis.

Banjir terjadi imbas hujan deras yang meng-
guyur wilayah Jakarta sejak pagi menyebabkan 
kenaikan di sejumlah pintu air.

Yohan mengatakan, BPBD DKI Jakarta 
hingga saat ini masih mengerahkan personel 
untuk memonitor kondisi genangan di setiap 
wilayah.

Yohan menyebut pihaknya juga terus 
berkoordinasi dengan pihak Dinas SDA, Dinas 
Bina Marga, Dinas Gulkarmat hingga lurah dan 
camat untuk melakukan penyedotan genangan 
serta memastikan tali-tali air berfungsi dengan 
baik.

"Genangan ditargetkan untuk surut dalam 
waktu cepat," ucap dia.

Berikut daftar wilayah yang terendam banjir:
Jakarta Barat terdapat 21 RT, yang terdiri:
1. Kelurahan Duri Kosambi: 2 RT
2. Kelurahan Kapuk: 2 RT
3. Kelurahan Kedaung Kali Angke: 4 RT
4. Kelurahan Rawa Buaya: 5 RT
5. Kelurahan Kedoya Selatan: 5 RT
6. Kelurahan Kembangan Selatan: 3 RT
- Ketinggian: 20 s.d 90 cm
Penyebab: curah hujan tinggi, luapan kali 

Pesanggrahan dan luapan Kali Angke
Jakarta Selatan terdapat 4 RT, yang terdiri 

dari:
1. Kelurahan Cipulir: 1 RT

2. Kelurahan Pejaten Timur: 3 RT
- Ketinggian: 30 s.d 50 cm
Penyebab: Curah Hujan Tinggi, Luapan Kali 

Ciliwung dan Luapan Kali Pesanggrahan
Jakarta Timur terdapat 18 RT, yang terdiri 

dari:
1. Kelurahan Rawa Terate: 1 RT
2. Kelurahan Bidara Cina: 4 RT
3. Kelurahan Cipinang Muara: 2 RT
4. Kelurahan Kampung Melayu: 4 RT
5. Kelurahan Cawang: 5 RT
6. Kelurahan Cililitan: 2 RT
- Ketinggian: 20 s.d 110 cm
- Penyebab: Curah Hujan Tinggi dan Luapan 

Kali Ciliwung
Jakarta Utara terdapat 3 RT, yang terdiri dari:
1. Kelurahan Cilincing: 1 RT
2. Kelurahan Marunda: 1 RT
3. Kelurahan Rorotan: 1 RT
- Ketinggian: 20 s.d 30 cm
- Penyebab: Curah Hujan Tinggi dan Luapan 

Kali Nagrak
Berikut daftar ruas jalan yang terendam 

banjir:
1. Jl. KS Tubun, Kel. Petamburan, Jakarta 

Pusat
- Ketinggian: 15 cm
2. Jl. Rawa Indah Dua, Kel. Pegangsaan Dua 

, Jakarta Utara
- Ketinggian: 15 cm
3. Jl. Terusan Klp Hybrida Rawa Indah , Kel. 

Sukapura, Jakarta Utara
- Ketinggian: 10 cm

4. Jl. Inspeksi Kirana, Kel. Semper Timur , 
Jakarta Utara

- Ketinggian: 50 cm
5. Jl. Daan Mogot KM 12 (Seberang Victoria 

/ Pabrik Gelas ), Kel. Cengkareng Timur, Ja-
karta Barat

- Ketinggian: 15 cm
6. Jl. Srengseng Raya, Kel. Srengseng, 

Jakarta Barat
- Ketinggian: 40 cm
7. Jl. Puri Kembangan (Depan Sekolah SMK 

Budi Murni) , Kel. Kedoya Selatan, Jakarta 
Barat

- Ketinggian: 15 cm
8. Jl. Komplek BTN Rt 06 & 07 Rw 03, Kel. 

Meruya Utara, Jakarta Barat
- Ketinggian: 20 cm
9. Jl. Daan Mogot Halte Taman Kota, Kel. 

Kedaung Kali Angke, Jakarta Barat
- Ketinggian: 15 cm
10. Jl. Cileduk Raya, Kel. Cipulir, Jakarta 

Selatan
- Ketinggian: 15 cm
11. Jl. Pulo Raya IV, Kel. Petogogan, Jakarta 

Selatan
- Ketinggian: 45 cm
12. GG. Langgar, Kel. Rawajati , Jakarta 

Selatan
- Ketinggian: 30 cm
13. Jl. Raya Cipinang Indah (Titik Kenal 

SMK Penabur), Kel. Pondok Bambu, Jakarta 
Timur

- Ketinggian: 10 cm (cnni/js)

"Hari ini yang masih terisolir itu ada delapan 
desa lagi di dua Kecamatan yaitu Kecamatan 
Linge dan Ketol," kata Haili Yoga kepada 
wartawan, Kamis (29/1).

Untuk itu pihaknya memperpanjang masa 
tanggap darurat bencana ke tujuh kalinya untuk 
membuka akses jalan ke delapan desa tersebut. 
Sejauh ini desa itu hanya bisa dilalui lewat 
udara untuk mengirim logistik.

Tertutupnya akses ke sana karena banyak 

titik material longsor yang menimbun badan 
jalan hingga belasan jembatan putus sehingga 
kendaraan roda dua dan empat tidak bisa lewat.

"Maka kami pemerintah daerah Aceh Tengah 
masih memperpanjang status tanggap darurat 
bencana 7 hari ke depan," kata Haili Yoga.

Ia berharap pemerintah pusat dan Aceh 
serius untuk melakukan pemulihan karena 
pihaknya tidak sanggup untuk menangani ka-
rena fasilitas yang rusak cukup banyak.

"Kita tidak mampu mengerjakannya ini 

harus ada unsur dari pemerintahan pusat dan 
hari ini sudah berproses," katanya.

Dari data posko tanggap darurat bencana 
Aceh update Kamis (29/1), korban meninggal 
dunia di Kabupaten Aceh Tengah 25 orang, tiga 
dinyatakan hilang.

Kemudian pengungsi sebanyak 5.266 yang 
tersebar di 61 titik lokasi. Kerusakan fasilitas 
umum seperti sekolah sebanyak 39 unit, 8 unit 
pondok pesantren, tiga puskesmas, 119 titik 
jalan dan 66 jembatan.(cnni/js)

Kekayaan Negara (DJKN), dan 1 orang 
pejabat Direktorat Jenderal Stabilitas dan 
Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK).

Dalam pelantikan tersebut, Purbaya me-
negaskan pelantikan pejabat bukan sekadar 
seremoni administratif, melainkan tugas negara 
dan bentuk kepercayaan publik yang harus 
dipertanggungjawabkan.

"Arah dan ekspektasinya adalah kerja 
serius dan jaga integritas. Ini tugas negara dan 
kepercayaan publik yang dititipkan di pundak 
Saudara-Saudara sekalian dan akan dimintai 
pertanggungjawaban melalui kepemimpinan, 
etika, serta kinerja," ujar Purbaya seperti di-
kutip dari keterangan resmi Kemenkeu.

Purbaya juga menekankan pentingnya 
merumuskan kebijakan fiskal yang tepat untuk 
mendorong permintaan dalam negeri. Hal 
ini perlu dilakukan sebagai salah satu upaya 
mewujudkan cita-cita Indonesia maju di tengah 

tantangan dinamika geopolitik global.
Terlebih, Indonesia memiliki permintaan 

domestik yang besar, yang bisa didorong lewat 
kebijakan fiskal yang tepat.

"Domestic demand kalau kita dorong per-
tumbuhannya tepat, tapi kalau banyak barang 
selundupan, domestic demand-nya yang men-
guasai perusahaan-perusahaan dari luar negeri 
yang bersaing secara tidak fair, karena mas-
uknya ilegal, sehingga perusahaan-perusahaan 
dalam negeri tidak mempunyai ruang untuk 
bersaing secara fair," ujarnya.

Karenanya, jajaran Kemenkeu, khususnya 
Bea dan Cukai, harus berada di lini terdepan 
dalam menjaga pasar dalam negeri dari 
persaingan yang tidak sehat, khususnya dari 
perusahaan-perusahaan yang beroperasi di luar 
negeri yang bersaing secara tidak fair.

Purbaya juga meminta seluruh pejabat yang 
dilantik untuk bekerja lebih disiplin, menjaga 
integritas, serta memastikan pengelolaan fiskal 
dan pasar domestik berjalan secara bersih dan 

profesional demi kepentingan negara.
Pelantikan pejabat baru Bea Cukai ini di-

lakukan tak lama setelah Purbaya menyatakan 
akan 'mengobrak-abrik' jajaran pejabat DJBC 
dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Hal ini 
dilakukan demi menekan kebocoran peneri-
maan negara.

"Saya sedang memperbaiki Bea Cukai dan 
Pajak. Ini serius besok diobrak-abrik tuh salah 
satu. Itu harusnya akan memperbaiki cara 
kerja Pajak dan Bea Cukai. Dan harusnya yang 
bocor-bocor itu enggak akan terjadi lagi ke 
depan," ujar Purbaya di Thamrin Nine Ball-
room, Jakarta, Selasa (27/1), seperti dikutip 
Detik Finance.

Sebenarnya, Purbaya berniat merombak 
kedua direktorat tersebut sejak tahun lalu. 
Namun, ia menyadari baru menjadi Benda-
hara Negara pada September 2025. Selain itu, 
perombakan besar-besar di akhir tahun juga 
berisiko mengganggu upaya menggenjot pen-
erima negara.(cnni/js)

Pemeriksaan itu dalam rangka perhitungan 
kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan 
korupsi kuota haji tambahan untuk penyeleng-
garaan ibadah haji tahun 2023-2024.

"Pemeriksaan hari ini fokus berkaitan den-
gan perhitungan kerugian negara di mana dalam 
konstruksi yang digunakan dalam perkara ini 
adalah Pasal 2 dan Pasal 3 (UU Tipikor) yaitu 
dugaan kerugian keuangan negara, sehingga 
dalam proses pemeriksaannya hari ini dilakukan 
secara intensif oleh auditor BPK," ujar Juru 
Bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan 
video, Kamis (29/1).

Budi menjelaskan pemeriksaan ini untuk me-
lengkapi keterangan-keterangan yang diperoleh 
dari pemeriksaan sejumlah saksi sebelumnya 
dari unsur Penyelenggara Ibadah Haji Khusus 
(PIHK), asosiasi dan biro perjalanan haji dan 

umrah, serta pejabat di Kementerian Agama.
"Selain itu, untuk pemeriksaan saksi-saksi 

lainnya yang juga dilakukan di hari-hari sebel-
umnya sebagian dilakukan oleh penyidik KPK 
untuk melengkapi bukti-bukti awal yang sudah 
diperoleh sebelumnya, sehingga bukti yang 
ditemukan dalam perkara ini menjadi lebih 
kuat," tambah Budi.

Sementara itu, Ishfah Abidal Aziz enggan 
berkomentar mengenai materi pemeriksaan-
nya hari ini. Dia menyerahkan semuanya ke 
KPK. Ishfah mulai diperiksa sekitar pukul 
09.35 WIB dan meninggalkan Gedung Merah 
Putih KPK pada 17.37 WIB.

"Itu langsung ke penyidik saja bang. Nanti 
pada waktunya saya akan memberi keterangan," 
kata Ishfah yang diperiksa dalam kapasitas 
sebagai saksi di Kantor KPK, Jakarta, Kamis 
(29/1) sore.

KPK sudah menetapkan Yaqut dan Ishfah 
sebagai tersangka, namun belum melakukan 

penahanan.
Hanya saja, pada 11 Agustus 2025, KPK 

sudah mengeluarkan Surat Keputusan tentang 
larangan bepergian ke luar negeri untuk Yaqut, 
Ishfah, dan Fuad Hasan Masyhur. Pencegahan 
ke luar negeri akan habis pada Februari menda-
tang.

Lebih lanjut, KPK juga sudah menggeledah 
sejumlah tempat seperti rumah kediaman Yaqut 
di Condet, Jakarta Timur, kantor agen perjala-
nan haji dan umrah di Jakarta, rumah ASN 
Kementerian Agama di Depok, hingga ruang 
Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan 
Umrah (PHU) Kementerian Agama.

Banyak barang bukti diduga terkait perkara 
disita. Di antaranya dokumen, Barang Bukti 
Elektronik (BBE), hingga kendaraan roda em-
pat dan properti.

Menurut perhitungan awal KPK, kasus ini 
diduga merugikan keuangan negara hingga 
lebih dari Rp1 triliun.(cnni/js)

pengungsi pascabencana di Sumatra ini terus men-
galami penurunan dari hari ke hari.

Pada saat yang sama, Amran juga melaporkan 
perkembangan pembangunan Hunian Sementara (Hunta-
ra) secara total dari 17.231 yang sudah selesai di angka 
4.281.

"Dan penerima DTH yang sudah tersalurkan ke 
masyarakat adalah 5.932 secara keseluruhan untuk tiga 
provinsi," ucap dia.

Dari keseluruhan itu, ia menyampaikan di Aceh pem-
bangunan Huntara telah selesai sebanyak 3.248. Semen-
tara warga terdampak yang memilih skema Dana Tunggu 
Harian (DTH) tercatat sebanyak 9.766 jiwa.

"Kemudian rekening DTH yang sudah diterima yaitu 
sebesar 2.559. Ini sementara kita terus berproses, terus 
meminta data yang lebih lengkap di lapangan," ujarnya.

Sementara Huntara yang telah rampung di Sumut 
sebanyak 557 unit dari perencanaan 962 unit. Sementara 
yang memilih DTH sebanyak 6.550 jiwa.

"Kemudian untuk di Sumatera Barat ya, Sumatera 
Barat dari 618 yang sudah selesai adalah 476, dan pen-
erima DTH dari 2.004 sudah tersalurkan 1.685," ucap 
dia.(cnni/js)

Umat Islam Tak 
Boleh Netral

Al-Qur’an secara tegas menolak sikap diam terha-
dap kezaliman. Allah berfirman, “Mengapa kamu tidak 
berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang 
lemah, baik laki-laki, perempuan, maupun anak-anak yang 
berdoa: ‘Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri 
ini yang penduduknya zalim’” (QS. An-Nisa: 75). Ayat 
ini tidak sekadar berbicara tentang perang, tetapi tentang 
kewajiban moral membela pihak yang tertindas.

Dalam konteks Iran–AS, yang perlu ditegaskan adalah 
bahwa pembelaan umat Islam bukan pada rezim atau 
kepentingan politik tertentu, melainkan pada prinsip 
keadilan, kedaulatan, dan kemanusiaan. Sanksi ekonomi 
berkepanjangan, tekanan militer, serta stigmatisasi global 
yang menimpa Iran berdampak langsung pada rakyat sipil: 
krisis ekonomi, keterbatasan akses kesehatan, dan pend-
eritaan sosial. Di titik inilah netralitas berubah menjadi 
pembiaran.

Rasulullah   bersabda, “Tolonglah saudaramu yang 
zalim dan yang dizalimi.” Para sahabat bertanya, bagaima-
na menolong orang yang zalim? Nabi menjawab, “Dengan 
mencegahnya dari kezaliman.” (HR. Bukhari). Hadis ini 
menegaskan bahwa Islam tidak mengajarkan keberpihakan 
buta, tetapi keberpihakan etis. Jika ada kezaliman, tugas 
orang beriman adalah meluruskannya, bukan menutup 
mata.

Sebagian pihak berargumen bahwa konflik Iran–AS 
adalah urusan geopolitik, bukan urusan agama. Pandangan 
ini problematik. Islam tidak pernah memisahkan secara 
kaku antara iman dan realitas sosial. Ketika umat Islam 
Palestina dizalimi, umat Islam dunia bersuara. Ketika 
Muslim Rohingya terusir dari tanahnya, umat Islam 
tergerak. Maka ketika Iran sebuah negara Muslim men-
jadi sasaran tekanan hegemonik global, sikap diam justru 
mengkhianati prinsip ukhuwah.

Allah menegaskan, “Sesungguhnya orang-orang 
mukmin itu bersaudara” (QS. Al-Hujurat: 10). Ukhuwah 
Islamiyah bukan slogan emosional, melainkan ikatan 
tanggung jawab. Persaudaraan menuntut empati, sikap, 
dan keberpihakan moral. Netralitas dalam situasi timpang 
hanya menguntungkan pihak yang kuat dan menindas.

Penting ditegaskan: membela Iran bukan berarti mem-
benarkan semua kebijakan negara tersebut, apalagi meng-
glorifikasi perang. Islam menolak agresi dan kekerasan. 
Yang dibela adalah hak suatu bangsa untuk hidup bermar-
tabat tanpa intimidasi, serta prinsip bahwa hukum inter-
nasional tidak boleh tunduk pada kekuatan senjata dan 
kepentingan sepihak.

Di era media global dan algoritma digital, opini publik 
sering digiring untuk melihat dunia Islam terfragmentasi: 
Sunni versus Syiah, Arab versus non-Arab, nasionalisme 
versus ummah. Polarisasi ini melemahkan solidaritas. 
Padahal, kezaliman tidak pernah bertanya mazhab sebelum 
menindas. Maka, umat Islam perlu melampaui sekat-sekat 
sempit dan kembali pada kompas utama: keadilan.

Netralitas mungkin terdengar aman, tetapi iman men-
untut keberanian. Dalam situasi kezaliman, diam bukanlah 
kebijaksanaan, melainkan pengingkaran. Umat Islam tak 
boleh netral, karena Al-Qur’an dan Sunnah telah jelas: 
berpihaklah pada yang tertindas, berdirilah di sisi keadilan, 
meski itu tidak populer di panggung geopolitik global.

"Keseluruhan di 3 provinsi (Aceh, Sumut dan Sumbar) 
Rp 2,4 T. Dananya sudah ada," kata Mendikdasmen Abdul 
Mu'ti saat meninjau sekolah terkena bencana di Aceh 
Utara, Rabu (28/1).

Di Aceh kata dia khusus Sekolah Menengah Kejuruan 
(SMK) yang rusak akibat bencana akan dianggarkan Rp 
270 Miliar karena ada beberapa SMK yang semua perala-
tan lab nya rusak dan tidak bisa digunakan.

Untuk bangunan sekolah yang mengalami kerusakan 
berat, Abdul Mu'ti memastikan pemerintah akan melaku-
kan rehabilitasi menyeluruh. Salah satunya di SMK Neg-
eri 1 Baktia Barat, Aceh Utara yang akan mendapatkan 
dana rehabilitasi sebesar Rp 4,8 miliar.

"Rehab berat ini diharapkan bisa membangun kembali 
seluruh fasilitas yang rusak. Untuk sekolah lain, kami 
bantu operasional pembersihan dan pengadaan alat belajar 
yang rusak," katanya.

Dalam percepatan rehabilitasi pihaknya menerapkan 
dua skema pembangunan. Untuk ruang kelas darurat, 
kementerian bekerja sama dengan dinas pendidikan dan 
organisasi masyarakat.

Sementara pembangunan unit sekolah baru dan reha-
bilitasi bangunan dilakukan melalui kerja sama dengan 
TNI Angkatan Darat.

"Kami sudah memiliki MoU dengan Kepala Staf An-
gkatan Darat untuk pembangunan unit-unit sekolah baru. 
Setelah dari Aceh ini, MoU tersebut akan segera ditan-
gani," ucapnya.

Ia menargetkan perbaikan sekolah dengan kategori 
rusak ringan dan sedang dapat diselesaikan sebelum tahun 
ajaran baru 2026-2027. (cnni/js)

Kemenag yang membawahi guru madrasah, 
guru agama Islam dan guru agama lainnya.

Berdasarkan penjelasan pemerintah, guru 
agama di madrasah saat ini berada di bawah 
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen 
Pendis), sementara guru agama lainnya terse-
bar di berbagai direktorat jenderal bimbingan 
masyarakat (bimas).

"Berarti guru di bawah Kementerian Agama 
itu tidak berada dalam satu direktorat jenderal. 
Ada Dirjen Pendis, ada Dirjen Bimas. Tapi yang 
sekarang menjadi persoalan serius kan guru-
guru madrasah," kata Abidin dalam keterangan-

nya, Kamis (30/1).
Abidin mengatakan nasib guru madrasah 

memprihatinkan, bahkan ada yang masih 
menerima honor sekitar Rp100 ribu per bulan. 
Ia meminta Kemenag memastikan data jumlah 
guru yang mengalami kondisi tersebut.

"Datanya ada atau tidak? Kalau ada, ini 
harus dimasukkan ke dalam mata anggaran ke 
depan. Tidak bisa dibiarkan. "Datanya harus 
benar. Jumlah gurunya harus jelas. Kalau tidak 
begitu, persoalan ini tidak akan pernah selesai," 
katanya.

Politikus PDIP itu pun mengancam bahwa 
Komisi VIII DPR tidak akan menyetujui angga-
ran Kemenag jika persoalan gaji guru madrasah 
tak dimasukkan secara jelas dalam perencanaan 

anggaran.
"Komisi VIII tidak akan menyetujui angga-

ran kalau bagian ini tidak dimasukkan. Karena 
ini kewenangan pemerintah pusat, maka harus 
ada mata anggaran untuk menyelesaikan gaji 
guru-guru itu," ujar Abidin.

Abidin mengungkapkan, keluhan para guru 
madrasah telah disampaikan ke berbagai lem-
baga, mulai dari Badan Legislasi DPR, Komisi 
II, hingga Komisi VIII. Padahal, menurutnya, 
urusan pendidikan agama secara kelembagaan 
merupakan mitra kerja Komisi VIII DPR RI.

"Ke mana pun mereka mengadu, ujungnya 
tetap di Komisi VIII. Karena anggaran Kemen-
terian Agama diperjuangkan di sini," ujarnya..
(cnni/js)


